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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan

Undang—undan Momor 22 Tahun 1999 adalah
pemberian kewéﬁaﬁgan obonomi pada Dasrah

Kabupaten secara luas, nyata dan bertanggung-—

bahwa tujuan octonomi dimaksud huruf a adalah
untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi,
an dan pemerataan serta pemeliharaan
an  yang serasi antara Pusat dan Daerah
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Fepublik Indonesia ;

bahwa Organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu
disesuaikan dengan perkembangan keadaan, mak

dipandang perlu maengatur dan mambantuk
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan :

bahwa sshubungan dengan hal-hal tersebut pada
hurut a,b,c ; perlu menetapkan Peraturan
Dasrah tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan

dan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Gaerah—dasrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah { Berita Negara

Tahun 1950 )
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
FPokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Momor 55

-

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) 3ebaga;w

bah desngan Undang-undang Nomor 43

1999 tentang Perubahan atas Undang-undang

2] Tahun 1974 tentang Pokok~pokaok
KEepegawaian { Lembaran Negarsa Republik

Indonesia Tahur 199 Nomor 169, Tambahan

i -

9
Lembaran Negara Nomor 389¢ )

Undang~undang Nomar 22 Tahun 1999 tentang

Femerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 HNomar 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 849 3 o:
Undang—undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Dasrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 )

Peraturan Pemerintah HNomor 25 Tahun 2000
b

)

r“'?

ntang Keuwenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah 0Otonom { Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200G Nomor 54,
a

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ¥

Feraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

.

Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) :

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan  Bentuk Hancangan Undang-undang, Hancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan
Fresiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70 ) ;

8. Keputusan .......



Menstapkan

ilan Hakvat Daerah
Kabupaten Pati tanggal 21 Desember 2000 Nomor
grsetujuan Fenetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
&

Urganisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati,
Pembaentukan Organisasi Sekretariat Dewan
Parwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati,

Fembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
&
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ten Pati, Pembentukan Organisa
dinas Daarah Kabupaten Pati, Pembentukan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

bengan Persetujuan Dewan Perwakilan Hakyat Daerah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKaH~N

FERATURAN DAERAH KaBURATEN PATT TENTANG
PEMBENTUKAN DRGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BRE I
AETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

a. Daerah adalah Kabupaten Pati 5

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daarah
Kabupaten Pati

C. Bupati adalah Bupati Pati 2 ,

d. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten 3

e. Camat adalah Kepala Kecamatan vang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati :

T. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai
Perangkat Dasrah Kabupaten dibawsah Kecamatan

g. Lurah adalah Kepala Kelurahan vang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

h. Jabatan ..... S



. Jabatan fungsional dalah kedudukan vang
menunjukan tugas, bertanggung Jjawab, wWewena
dan hak seorang Pegawal Negeri 2ipil dalam

el a

satuan organisasi  vang dalam D
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tugasnya didasarkan pada keahlian d
£ n

ketrampilan

Dengan  Peraturan Daerabh ini dibentuk Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan.
BaB III
KECAMATAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Fokok dan Fungsi

Pasal 3

(1} Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah

Kabupaten.

{23 Kecamatan dipimpin oleh Searang Kepala
Kecamatan vang selanjutnya disebut Camat vang
herada dibawah dan bertanggung Jawab kepada

Bupati.
Pasal 4

Kecamatan mempunval tugas pokok penvelsnggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan

temasvarakatan dalam wilavah Kecamatan.

untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan
mempunyai fungsi :
a. Penvelenggaraan tugas-tugas pemerintahan ;

b. Pembinaan .......
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Pambinaan Pemerintahan Des sa/kelurahan %
Pembinaan ketentraman dan ketertiban wil ah ;

=3
Pembinsan pembangunan yang meliputi pembinaan
perekonomian, produksi dan distribusi sert

pembinaan sosial 5

Menyusun program kerja pembinaan administrasi
ketatausahaan rumah tangga dan keuangan :
pembinazan dan bimbingan kelompok Jabatan
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tariat Camat dipimpin aleh sSBCrang

Lamat wyang berada dibawah dan

dipimpin oleh seorang Kepala Seks

ir-:l‘
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eksi
berada dibawah dan bertangg ung

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin aoleh
enaga fungsional seni

kelompok dan bert anggung j

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana -
tercantum dalam Lampiran T yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah



Bagian Ketiga
Sekretaris Camat

Pasal 7

Sekretaris Camat adalah unsur staf Kecamatan Yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretaris Camat mempunyail tugas pokok membantu

Camat dibidanyg pembinaan adminstrasi dan
memberikan pelayanan teknis administratif kepada
selurubh satuan organisasi Kecamatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sskretaris

Camat mempunyail fungsi -

5. Memyusun rencana  kerja, pengendaliaan dan
evaluasi

b. Menangani urusan administrasi keuangan :

c. Menangani urusan ketatausahaan, administrasi
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
Bagian Keempsat

Seksi Pemerintahan

1

[

al 1

Saksi Pemaerintahan adalah unsur pelaksana

kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 11

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan
n pemerintahan darn  pembinaan pemarintah
Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan, Catatan
1 dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 12 .. .....
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Fasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi

Pemerintahan mempunvai fungsi

LR

a. Penyvusunan Pragram dan Fembinaan Pa—

nyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

b. Penyusunan Program dan Pembinaan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil :
C. PFanyvusunan Frogram dan Pembinaan Kegiatan

Kesatuan Bangsa.

Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

13

bt

Pasa

eksi  Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan

ketentraman dan ketertiban.
Pasal 14

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas
pokok melakukan pembinasan ketentraman dan
ketertiban umum wilayah serta pembinaan Polisi

Pamong Praja.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sabagaimans
dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi
Ketentraman dan Ketertiban mampunyal fungsi :

a. Penvusunan Penyelenggaraan Pembinaan

b, Penvusunan Program dan Panvelenggaraan



Bagian Keesnam

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 18
Seksi Pamberdayaan Masvarakat Desa/kelurahan
adalah unsur PFelaksana Kecamatan dibidang

Pembangunan Desa/kelurahan.

Seksi Pemberdavyaan Masyarakat Desa/Kelurahan
mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan

pembangunan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan,
produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan

hidup.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan Program dan pembinaan  perekonomian
masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan

distribusi

[N

b. Penyusunan Program dan pembinaan lingkungan

hidup.

Bagian Ketujuh

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial adalan unsur pelaksana
Kecamatan dibidang Pembinaan Kesejahteraan

Masyarakat.

Pasal 20 .......



Fasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan pENYUSUNAanNn program dan

elaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi
Kea&jahtﬁ?adﬁ Sosial mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Progran, Pembinaan Pelayanan dan
bantuan sosisal, pembinaan kepemudaan, peranan
wanita dan oclah raga :

b. Penyusunan Progr Pembinaan Kehidupan
keagamaan, p%ﬂﬁi’ikan, kebudavaan dan

sejahteraan masyarakat.
Bagian Kedelapan
Seksi Pelavanan Umum

Pasal 22

e
!

19

ksl Pelayanan Umum adalah  unsur pelaksana
Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Pelavanan

Umum .

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok
melakukan urusan pelayanan umum, yang meliputi
kekavaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan,

kKebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Pasal 23 Peraturan Dasrah ini, Seksi

Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

z. Panvusunan Program dan Fenvelanggaraan
Pembinaan Pelayanan kekayaan dan inventarisasi
Desa/Kelurahan ;

b. Penvusunan .... -
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b. Penyusunan Program dan Penyelnggaraan Pembinaan

pelavanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan

sanitasi lingkungan ;

c. Penvusunan Program Penvelenggaraa Pambinaan

sarana dan pelayanan umum prasarana Tisik.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 25
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
lis

sesuai dengan ksahlian dan kebutuhan.

tugas

4]

Camat

e

Kepals
dibawah

o Bak 1v
KELURAHAN
Bagian Pertams
Kedudukan,Tugas dan Fungsi
Pasal 26
(1) Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten
dibawah Camat.
{2) Kelurahan dipimpin aleh searang
Kelurahan vyang disebut Lurah, bserada
N dan bertanggung jawab kepada Camat.
e

Kelurahan mempunyai tugas pokok. menjalankan

urusan pemerintahan, pembangunan

dan

kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan

pamerintahan Kelurashan termasuk pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok  dimaksud
i

\

|

|

' Basal 27 Peraturan Daerah i
mempunyail fungsi -

a. Penyelenggaraan

i, kelurahan
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L. Pembinaan’ kehidupan masyarakat Kelurahan ;

adat  istiadat vang
k-3

n
hidup dan berksmbang di Kelurahan ;
3

gan kelompok Jabatan

Bagian Kadusa
Organisasi
Pasal 29
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Susunan Organisasi Kelurahan terd
a. Lurah ;

b.

e. Seksi Pembangunan ;

f. sSeksi Kesejahteraan Masyarakat

g. Seksi Umum.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh ssorang
Sekretaris Lurah vang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Lurah.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada

Lurah.

Kelompok jabatan fungsional dipimpin olah

e

Bagan susunan organisasi Kelurahan ssbagaimana

o

tercantum dalam Lampiran II, vyang merupakan
=

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
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Bagian Ketiga
Sekretaris Kelurahan

Fasal 30

Sekretariat telurahan adalah unsur staf

YKelurahan.

Sekretaris Kelurahan mempunyal tugas pokok membantu
n dibidang pembinaan administrasi

a
baik administrasi pembangunan maupun administrasi

kemasyarakatan dan memberikan pelavyanan teknis
dibidang ketatausahaan kepada seluruh satuan
Organisasi Kelurahan.

Pasal 32

Untuk menvelsnggarakan tugas pokok sabagaimana

dimaksud Pasal 31 Peraturan Dasrah ini, Sekretar

Kelurahan mempunyail fungsi -

a. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan vyang
dilaksanakan olsh Perangkat Kelurahan :

b. Pelaksanaan wurusan surat menyurat, kearsipan,
a

rumah tangga, keuangan, periengkapan dan
menyusun laporan serta memberikan pelayanan
taknis dan administratif kapada saluruh

Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan
as

z
.

]
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Pasa

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kelurahan

ang penyelenggaraan pemerintahan.
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Seksi Pemerintahan mempunyal tugas pokok melakukan
Urusan pemerintahan umum dan pemerintahan
Yelurahan, administrasi kependudukan dan  pembinaan

Pasal 35

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
tersebut Pasal 34 Peraturan Dserah ini, Seksi
Famerintahan mempunvail fungsi

a. penyusunan program dan pembinaan penveleng

iy
e
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pemerintahan umum dan Kelurahan ;

b. penvusunan program dan pembinzan administrasi
kependudukan dan catatan sipil
C. penyusunan program dan pembinaan kegiatan

kesatuan bangss.

Pzenl 386
Seksi Ketentraman dan EKetertiban adalsh unsur

pelaksana Kelurahan di bidang pembinaan ketentraman

Sek=si  Ketentraman dan Yetertiban  mempunyal tugas
pokok melakukar pambinaan ketrentraman dan

ketertiban wilayah.

Fasal 38 .......



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagalmana

dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Seksi
Ketrentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan

v
o

trentraman dan ketertiban umum :

b. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi

Bagian Keenam
Seksi Pembangunan
Fasal &9

Seksi Pembangunan adalah unsur peslaksana Pemerintah

Kelurahan di bidang Pembangunan.

Seksi Pembangunan mempunyai gas pokok
melakukan pembinaan pembangunan dibidang
perekonomian, produksi dan distribusi sarta
pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 41
Untulk menvelenggarakar tugas pokok sebagaimana
dim = uran Daerah ini, Ssksi

sud Pasal 40 Perat
)

18
rnomempunyal fungsi -

Pam gunar
a. ur program  dan  pembinaan perekonomian
arakat, produksi dan distribusi :
b nrogram  dan pemnbinaa lingkungan
. kegiatan pembinanan terhadap
arasian, penguasa skonomi lamah dan
perekonomian lainnyva dalam rangka

meningkatkan kehidupan perekonomian ma svarakat ;

d. HMelakukarn .._.....
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d. Melakukan kegiatan dalam rangka swadava dan
partisipasi masyvarakat dan meningkatkan
perekonomian serta pelaksanaan pembangunan.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Fasal 42

Seksi Kasejahteraan Masvarakat adalah unsur

pelaksansa Kelurahan di bidang pembinaan

kesejahteraan masyarakat.
Pasal 432

Seksi  Kesejahteraan HMasyarakat mempunyail tugas

pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan

melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyvarakat.
Pazsal 44

Untuk menyelenggarakan tugas okok sebagaimana

dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Seksi

Kessejahteraan Masyarakat mempunyal fTungsi -

a. Menyusun program, pembinaan kegiatan PKE, Karang
Taruna, FPramuka dan Organisasi HKemasyvarakatan
lainnya ;

b. Menyusun program, pembinaan kehidupan keagamaan,
Keluarga Berencana, Kesshatan dan Pendidikan
Masvarakat ;

c. Mengumpulkan bal dan menyusun laporan dibidang
kesejahterasan masvarakat.

Bagian Kedelapan
Saksi Umum
Hasal 45

Seksi  Umum  adalah unsur pelaksana Kelurshasn di

bidang pembinaan pelavanan umum.

Pasal 46 ......



Fasal 46

Seksi Umum mempunyail tugas pokok melakukan urusan
palayanan umum, vang meliputi kekavaan dan
inventarisasi Kelurahan, kebersihan serta sarana

dan prasarana umum.
Fasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sabagaimana

dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini, Seksi Umum

mempunyai fungsi -

a. Menvusun program dan penyelenggaraan pembina
pelayanan kekayaan dan inventarisasi Kelurahan,

asi kepegawaian, keuangan,

b. penyelenggaraan rapat-rapat dinas 5

urusan ketatausahaan ;
oL =18 bahan dan menyusun laporan

Kelurahan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 48

telompok Jabatan Fungsional meEmpunyai tugas
melaksanakan sebagian dan Ffungsi Lurah sesual
dengan keahlian dan kebutuhan.

{1} Uraian tugas amat, Sekretaris Camat, Kepala

&
ahan akan diatur iebih

(2) Formasi .......



(2) Formasi dan persyvaratan jabatan pada
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan vang berlaku.
Pasal 5G
Tata laksana pelaksanaan tugas Kecamatan dan

Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Balk vI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannva akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

2

%]

Fasal

Dengan berlakunya Peraturan Dasrah ini maka segala
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinvatakan tidak berlaku iagi.

FPasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggaly 26 Desember 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPAYEN PATI

TAEHUN

2000 NOMOR 92
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PERATURAN DAERAH KARUPATEN PaTT

NOMOR 8 TaHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISAST KECAMATAN DAN KELURAHAN

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undai ig-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
rintahan Daerah, pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas

Pama
diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut membawa
s

konsekwensi kele nbagaan/organisasi pemerintah di daesrah periu
disesuaikan.

rRecamatan Yang merupakan Faerangkat Daerah
Kabupaten/Kotsa dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah
tabupaten/Kota dibawah Kecamatan, guna menyongsong

pelaksanaan otonomi Dasrah s=suai Peraturan Pemerintah Nomor
84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daesrah,
maka organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu diatur

dan dibentuk dengan Peraturan Dasrah.

PENJELASAN PASAL DEMI Pasal.

&
3

Pasal 1 s/d Paszal 53 - Cukup jel



e e e s e e e ——————————————

LAMPIRANI: PERATURAN DAERAM KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN PATI
CAMAT
SEKRETARIS
CAMAT
KEL. JAB
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKS!
SEKS! KETENTRAMAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN 11 . PELAYANAN
PEMERINTAHAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA / S0OSIAL UmMUM
KELURAHAN
LURAHM

BUPATI PATI

SUF MUHAMAD



BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!
KELURAHAN KABUPATERN PATI

LAMPIRANE :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAM ORGANISASI KECAMATAM
DAN KELURAHAN

LURAH
SEKRETARIS
LURAH
KEL. JAB ‘
FUNGSIONAL
SEKS! SEKSI
SEKSI KETENTRAMAN SEKSI KESEJAHTERAAM SEKS!
PEMERINTAHAN KETERTIBAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT UMUM

BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD



